PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JinH, Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
NOMOR : STOAZSDITDPMPPTSP-PSINI2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
SDIT AL-QUDWAR
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang ¢ a  bahwa dalam rangks memberikon kepastim hukum kepada penyelenggara
pendidikn formal dan informal dalam membenikan layanan pendidikan
kepads pertu diterbithan lzin Operasional Penyel
Pendidikan formal dan Informal;

b, bahwa berdasarkan pertimt bagai di maksud dalam hurf &
perlu  menciapkan  keputusan  Bupali  Pesisic Selatan  tentang  1zin
Op | Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal SDIT AL-
QUDWAH;

Mengingat < 1. Undang — Undang Nomor 12 Tohun 1956 entang Pembentukan Daerah
Otonom Kahupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumstera Tengah

{ Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1956 nomaor 25) Jis Undang -
Undang Dit, Nomaor 21 Tahun 1957 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tohun 1957), Undang- Undwme Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Tahin [958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 1643);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Dagrah
{Lembaran Megirs Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tombahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubal teeakhif dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahon
2008 tentang Perubahan Kedua Ates Undang-Undang Momor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahon 2008 Nomor 39, Tambohan Lembatan Negara Republik Indonesia
Nomar #844); }

Peraturun Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 fentang  Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembarun Negara Repiblik Indonesia Nomaor 3411);

Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 41,
Tambahan Lembaran Negarn  Republik  Indonesia  Nemor  44%96),
sebagaimania telab iubah engan Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Persturan Pemenniah Nomor 19 Tahun 2003
tentang  Standar  Masional  Pendidikan {Lembaran Negarn  Republik
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Indonesia Tabun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Monwor 54 10);

&, Persturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendsdikan;

6. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintzh Doerah Provinsi, dan Pemenintah Kabupaten / Kota,

7 Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )

% Permturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentany Pengelolaan dan
Penyelenggaram Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), schagmimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubghan aras Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tuhun
2010 tentang Pengelol don Penyeleny, Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemar 110, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3155),

9. Peraturan Menteri Pendidikan dom Kebuday Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2019 Temtang Pedoman Pendirian Perubahan dam Penutupan
Sutuan Pendidikan Dasar Menengah;:

14 Peraturan Menteri Pendidikan dun Kebudm, Republik Tnd ia Moamor
17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak -
kanak, Sckolsh Dasar Sckolsh Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atag, Sekolah Menengah Kejuruan, atan Bentuk lain yang sederajat,

11 Instrukst  Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentwng Gerikan  Nasional
Percepatan Penuntasan Waib Belajar Pendidikun Dasar Sembilan Tuhun
dan Pemberantasan Buta Aksara,

12 Keputusan Menten  Pendidikan  Nasional Nemor 05102001 rentang

Pendidikan Anak Usia Dimi;

. Peraturan Bupati Pesisr Selatan Nomor 43 Tahun 2016 estang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Togas Pokok, Fungsi. Tats Kega dan Urian Tugas
Jabatan  Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pimtu;

14, Kepunusan Bupati Pesisir Satatan Nomor © S70.285/KPTS/BFT-PS2017
tentung Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanmman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintn Kabupaten Pesisic Selatan,

15 Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pendelegasion Wewenang Pelayman Perizinan dan Non Penzinan Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Piotu
Kabuspaten Pesisir Selatan;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembs it dla ¥t
1. Bapalk Bupnd Kabupaten Pessir Selamn i Painan;
2. Kepala Dinas Pendidikan

3.Arsip.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayoan Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor ; 42001601/DPR-SD.03/2020 Tangeal & Oktober 2020,

MEMUTUSKAN

Memberikan Lzin Operasional Penyelenpg Pendidikan Formal dan
Informal Kepada:

Nama Lembaga {SDIT AL-QUDWAH

Jenis kegiatan - Sckolah Dasar (SDIT)

Penyelenggara : DILLA DESFRITA WAHYLUNLS . Pd

Adamat K Cimpu Pasar ih Nagar 5 ik

Kecamatan Sutern Kabupaten Pesisir Selatan

lzin  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Formal  dan  Informal
sebagmmana dimaksed Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 03 November
2020 sampai dengan 03 Oktober 2023,

Keputusan ini berlaku sejak Ism.g.gul dltetuplk,lm d:m npnb:la dlkemud\all hari
terdapat kekeli dalam p

Ditctapkan di : PAINAN
Pada |mg,g,ai : 03 Nouenlher 2020
PES ATAN

Dan Kebudayaan Kab, Pessel (i l;‘aiuan:



